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ABSTRAK 

Tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh remaja merupakan salah satu 

bentuk kenakalan remaja yang masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di 

Yogyakarta. Perilaku vandalisme tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap 

fasilitas umum maupun properti milik masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu 

ketertiban dan keamanan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan 

psikologis yang melatarbelakanginya, sehingga perlu dikaji melalui pendekatan 

kriminologi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus menganalisis faktor-faktor 

kriminologis yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana vandalisme di 

Yogyakarta serta untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh 

kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum dalam menekan angka vandalisme. 

Teori Differential Association yang digagas oleh Edwin Shuterland dan Teori 

Penanggulangan Kejahatan yang digagas oleh G.P. Hoefnagels digunakan sebagai 

pisau analisis untuk membedah permasalahan ini. Metode penelitian yang 

diterapkan adalah yuridis empiris dengan bersifat deskriptif analitis untuk 

menggambarkan kondisi hukum di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait dan data sekunder melalui studi 

dokumentasi dan telaah kepustakaan peraturan perundang-undangan. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY dan 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana 

vandalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis, faktor 

keluarga, faktor lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan dari 

masyarakat. Berdasarkan teori Differential Association dan teori Penanggulangan 

Kejahatan, perilaku vandalisme dipelajari melalui proses interaksi sosial dalam 

lingkungan pergaulan yang memiliki kecenderungan melakukan perilaku 

menyimpang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dan Pekerja 

Sosial penegak hukum meliputi kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar, patroli 

keamanan di wilayah yang rawan kenakalan remaja, serta pembinaan dan 

rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui program 

konseling dan pelatihan keterampilan di BPRSR DIY.  

Kata Kunci: Kriminologi, Vandalisme Anak, Yogyakarta 
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ABSTRACT 

Vandalism committed by adolescents is one form of juvenile delinquency that 

frequently occurs in various regions, including Yogyakarta. Acts of vandalism not 

only cause damage to public facilities and private property but also disturb public 

order and security. This phenomenon indicates that the involvement of children in 

criminal acts is closely related to social and psychological factors, which need to 

be examined through a criminological approach. This research aims to analyze the 

criminological factors that cause children to commit acts of vandalism in 

Yogyakarta and to examine the preventive efforts carried out by law enforcement 

agencies to reduce vandalism. 

This research uses an empirical juridical research method with a criminological 

approach. The data consist of primary data obtained through interviews with 

officers from the Yogyakarta Special Region Police  and the Social Protection and 

Rehabilitation Center for Youth (BPRSR DIY), as well as secondary data obtained 

through literature studies of laws, books, and scientific journals related to this 

research. Data were analyzed qualitatively using the Differential Association 

theory proposed by Edwin Sutherland. 

The results show that several factors influence children to commit acts of vandalism 

in Yogyakarta, including psychological factors, family background, peer group 

influence, and the lack of social supervision from the community. Based on the 

Differential Association theory and kejahatan countermeasures theory, vandalism 

behavior is learned through social interaction within peer groups that tend to 

engage in deviant behavior. Preventive efforts carried out by law enforcement 

agencies include legal counseling for students, security patrols in areas prone to 

juvenile delinquency, and social rehabilitation programs for children in conflict 

with the law through counseling and vocational training at BPRSR DIY.  

Keywords: Criminology, Child Vandalism, Yogyakarta 
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MOTTO 

“Nek Wedi Ojo Wani-Wani, Nek Wani Ojo Wedi-Wedi” 

“Oleh Wani Nek Ojo Kewanen, Oleh Wedi Nek Ojo Keweden” 

~ Simbah ~ 

۝٦ اِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا    

”Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah ayat 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejahatan secara etimologis diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat yang 

merugikan masyarakat maupun individu, baik secara materiil maupun immateriil. 

Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan yang 

melanggar norma hukum dan ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang 

merugikan serta tidak patut dibiarkan. Sejalan dengan itu, R. Soesilo memandang 

kejahatan sebagai segala tingkah laku manusia yang, meskipun tidak selalu 

dirumuskan dalam undang-undang, oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan 

yang menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. 

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai 

pelanggaran hukum secara yuridis, tetapi juga mencakup perilaku yang 

bertentangan dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Namun demikian, 

dalam hukum pidana positif, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai 

kejahatan apabila telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan 

memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan.1 Dalam konteks tindakan mencoret-

coret atau vandalisme, perbuatan ini pada hakikatnya tidak didefinisikan secara 

eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah vandalisme 

1 Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan,” Fiat Justisia: 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6:1 (2022), hlm. 5. 
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sendiri berasal dari kata vandal, merujuk pada suku barbar Teutonik yang 

memporak-porandakan Roma pada abad kelima, yang dalam perkembangannya 

diartikan sebagai perilaku menyimpang dengan cara menodai atau merusak properti 

tanpa izin.2.  

Meskipun demikian, secara yuridis perbuatan ini dapat dikualifikasikan 

sebagai tindak pidana perusakan atau penghancuran barang apabila memenuhi 

unsur-unsur tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik 

KUHP lama maupun KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). 

Kualifikasi hukum tersebut tertuang dalam beberapa Pasal kunci.  

Dalam KUHP lama, Pasal 406 Ayat (1) mengatur perusakan barang milik 

orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. 

KUHP baru menyesuaikannya dalam Pasal 521 Ayat (1) dan (2), yang membedakan 

ancaman pidana berdasarkan nilai kerugian (di bawah atau di atas Rp500.000,00). 

Untuk perusakan fasilitas publik, Pasal 408 KUHP lama diancam pidana 

paling lama 4 tahun, sedangkan KUHP baru mengaturnya dalam Pasal 522 dengan 

ancaman pidana paling lama 3 tahun atau denda kategori IV.  

Apabila dilakukan secara bersekutu, Pasal 412 KUHP lama menetapkan 

pemberatan pidana sepertiga.3 Perbedaan utama antara vandalisme dan mural 

terletak pada dimensi estetika dan tujuan: mural lahir dari gejolak ekspresi seni 

 
2 Kadek Putra Dwi Payana dkk., “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Vandalisme 

pada Rambu Lalu Lintas:,” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3:1 (Maret 2022), hlm. 40. 

3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang 

Pasal 408 (t.t.). 
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yang terencana dan bernilai tinggi, sedangkan vandalisme cenderung spontan, tanpa 

nilai seni, dan semata-mata merupakan tindakan penandaan wilayah atau 

pelampiasan impuls sesaat.4  

Dari Pasal yang telah disebutkan diatas, unsur-unsur tersebut meliputi: (1) 

subjek hukum (barang siapa/setiap orang), yang mencakup dewasa maupun anak; 

(2) unsur kesengajaan (mens rea), yakni kehendak dan kesadaran pelaku; (3) sifat 

melawan hukum, baik secara formil maupun materiil; (4) tindakan terlarang (actus 

reus) yang mengakibatkan penurunan nilai estetika, fungsi, atau kegunaan barang; 

serta (5) objek berupa barang milik orang lain atau fasilitas umum.5 

Secara empiris, fenomena vandalisme telah menyebar di berbagai daerah, 

namun Kota Yogyakarta menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan dalam 

lima tahun terakhir. Data dari Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY 

mencatat serangkaian kasus yang terus berulang dan menimbulkan kerugian 

materiil serta keresahan masyarakat. Pada tahun 2021, dinding Candi Sambisari 

dicoret oleh pengunjung, merusak situs cagar budaya berusia lebih dari seribu tahun 

dan memerlukan pembersihan khusus oleh BPCB DIY. Tahun 2022, patung ikonik 

dan bangku taman di Malioboro dirusak dan diwarnai secara tidak bertanggung 

jawab oleh remaja yang merekam aksinya untuk diunggah ke media sosial. Tahun 

2023, mural edukatif bertema lingkungan dan keberagaman di Taman Pintar dicoret 

 
4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang 

Pasal 412 (t.t.). 

5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang 

Pasal 406 Ayat 1 (t.t.). 
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dengan cat semprot, memicu protes seniman dan Dinas Kebudayaan Kota 

Yogyakarta yang menegaskan pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2012. Tahun 2024, 

mural bertema toleransi di Jalan Magelang, Sleman, dihitamkan oleh kelompok 

anonim yang diduga bermotif ideologis. Terakhir, pada tahun 2025, sejumlah 

armada bus Trans Jogja dicoret oleh geng remaja dengan kerugian ditaksir puluhan 

juta rupiah untuk restorasi.6 

Berdasarkan pola pelaku, vandalisme di Yogyakarta dapat diklasifikasikan 

ke dalam empat kelompok dominan: (1) geng pelajar/kelompok remaja yang 

menandai wilayah dengan inisial nama kelompok secara kolektif di malam hari; (2) 

remaja individual yang mencari pengakuan sosial melalui viralisasi di media sosial; 

(3) kelompok anonim dengan motif ideologis atau antagonisme sosial-politik; serta 

(4) pengunjung atau wisatawan yang bertindak impulsif tanpa pertimbangan 

konsekuensi hukum.7  

 
6 Lusi, “Wawancara dengan Kanit PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY,” 

2025. 

7 Jesron Simarmata Simarmata dan Henny Yuningsih, “Tinjauan Kriminologi Terhadap 

Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang,” Lex LATA, Vol. 

1:3 (2019), hlm. 11. 
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Ironisnya, data dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja 

(BPRSR) DIY tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus vandalisme paling banyak 

melibatkan pelaku yang masih berusia anak dan remaja.8 

Dominannya remaja sebagai pelaku dapat dijelaskan melalui tiga lapisan 

analisis kriminologis. Pertama, secara psikologis, remaja berada pada fase 

pembentukan identitas yang ditandai oleh kebutuhan pengakuan kelompok sebaya 

dan belum matangnya kontrol impuls neurologis. Vandalisme menjadi medium 

ekspresi yang murah dan memberikan rasa solidaritas, khususnya dalam konteks 

geng pelajar. Kedua, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya ikatan 

remaja dengan institusi primer (keluarga, sekolah, komunitas) menyebabkan norma 

hukum kehilangan daya ikatnya. Ketiga, teori differential association (Sutherland) 

menunjukkan bahwa jika lingkungan pergaulan menormalisasi atau 

memprestisekan vandalisme, perilaku tersebut akan dipelajari dan direplikasi. 

Kehadiran media sosial memperparah dinamika ini, karena merekam dan 

 
8 Heri, “Wawancara dengan Pekerja Sosial BPRSR DIY,” 2026. 
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mengunggah aksi vandalisme menjadi sarana mendapatkan validasi digital secara 

instan.9 

Di sinilah letak kesenjangan mendasar antara das sollen (norma yang 

seharusnya berlaku) dan das sein (realitas empiris). Secara normatif, kerangka 

hukum Indonesia telah lengkap: KUHP mengatur unsur perusakan, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mewajibkan diversi dan restorative 

justice bagi anak, serta Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 secara khusus 

melindungi warisan budaya dari vandalisme. Namun secara empiris, penanganan 

kasus hampir tidak pernah berujung pada pemidanaan formal. Pelaku anak dan 

remaja umumnya hanya dikenai pembinaan, diserahkan kepada orang tua, atau 

diwajibkan mengikuti program restorative justice. Konsistensi penanganan yang 

rendah ini membentuk persepsi publik bahwa pelaku vandalisme remaja sulit dijerat 

hukum, yang pada gilirannya menurunkan efek jera dan memicu keberanian untuk 

mengulangi tindakan serupa.10 

Kondisi ini menuntut pendekatan penanggulangan yang serius dan 

komprehensif, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum represif, tetapi juga 

memperkuat peran edukasi sekolah, pembinaan keluarga, dan partisipasi 

masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Kesadaran hukum 

harus ditumbuhkan mulai dari pengetahuan hingga perilaku, mengingat kejahatan 

 
9 Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology, 8th ed. 

(Philadelphia: Lippincott, 1970), hlm. 75–77. 

10 Portal Smart City Solo, “Mural dan Vandalisme, Apa Bedanya?,” 22 Oktober 2025, 

https://elingsolo.com/Portal/beritaSingle/105, akses 22 Oktober 2025. 
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tidak mengenal strata sosial dan akan terus berkembang apabila kontrol sosial serta 

mekanisme pencegahan tidak berjalan optimal.11 Masalah vandalisme oleh remaja 

telah menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya bagi kepolisian dan Pekerja 

Sosial penegak hukum, pemerintah daerah, dan institusi sosial di Yogyakarta.  

Bertolak dari kesenjangan antara landasan hukum yang tegas dan realitas 

maraknya tindakan vandalisme oleh anak dan remaja di Yogyakarta yang belum 

tertangani secara efektif, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor 

kriminologis yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian 

ini mengambil judul: “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK 

SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN VANDALISME DI YOGYAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis 

merumuskan masalah untuk melimitasi penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut: 

1. Apa faktor kriminologi yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam 

tindak pidana vandalisme di Yogyakarta? 

2. Bagaimana upaya hukum yang diterapkan Kepolisian dan Pekerja Sosial 

dan hambatannya dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana 

vandalisme di Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 
11 Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 2. 
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Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di 

atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya: 

a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminologi yang 

melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana vandalisme di 

Yogyakarta. 

b. Mengetahui dan menganalisis langkah-langkah hukum yang diterapkan 

oleh kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum, pemerintah, serta 

pihak terkait dalam upaya mencegah keterlibatan anak dalam tindak 

pidana vandalisme di Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh Penulis dalam penelitian ini, di antaranya: 

a. Kegunaan Teoritis 

Memperkaya khazanah ilmu hukum dibidang pidana, khususnya dalam 

konteks pengembangan ilmu kriminologi, khususnya mengenai perilaku 

anak sebagai pelaku tindak pidana vandalisme. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan masukan bagi kepolisian dan Pekerja Sosial penegak 

hukum dalam merumuskan dan melaksanakan strategi hukum yang 

lebih efektif dan humanis untuk mencegah anak terlibat dalam tindak 

pidana vandalisme. 

2) Memberikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan atau program pembinaan anak untuk menekan 
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angka vandalisme di Yogyakarta, khususnya melalui program-program 

rehabilitasi sosial dan pencegahan dini. 

3) Menjadi bahan rujukan Bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam 

meningkatkan peran serta mereka dalam pencegahan dan 

penanggulangan vandalisme melalui pembinaan karakter dan 

pengawasan yang lebih baik. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan dengan studi yang sedang dikerjakan.12  Dalam 

konteks ini, penulis tidak hanya meringkas hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga 

melakukan analisis, kajian, dan interpretasi terhadap perspektif, temuan, serta teori 

yang ada, guna membandingkannya agar dapat ditemukan kebaruan (novelty) 

dalam penelitian penulis, seperti yang dijelaskan berikut ini: 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Jesron Simarmata Simarmata dan Henny 

Yuningsih (2019) dengan judul "Tinjauan Kriminologi terhadap Aksi Vandalisme 

yang Dilakukan Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang" yang menganalisis 

faktor penyebab remaja melakukan vandalisme (seperti corat-coret di fasilitas 

umum), hambatan penanggulangannya, serta solusi non-kejahatan yang dapat 

diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif dan teknik analisis induktif. Kemudian terdapat beberapa kelemahan yang 

 
12 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024), hlm. 103. 
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dapat dilihat dari data kuantitatif, meskipun menyebut penggunaan data primer dan 

analisis kuantitatif, jurnal ini lebih dominan menggunakan pendekatan kualitatif 

(wawancara, observasi) tanpa menyajikan data statistik yang memadai untuk 

memperkuat temuan.13  Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

penulis, dimana sama-sama membahas mengenai Vandalisme. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis ialah penulis berfokus pada tempatnya yaitu di 

Yogyakarta.  

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Baginda Khalid Hidayat Jati (2019) dengan 

judul “Law Enforcement for Prevention and Control of Vandalism Acts in 

Yogyakarta City”. Khalid dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Vandalisme 

dipandang sebagai pelanggaran hukum ringan (misdemeanor) yang merusak 

fasilitas umum dan pribadi, serta mengganggu ketertiban dan keberlanjutan 

pembangunan. Metode yang digunakan yuridis-normatif dengan data primer dari 

wawancara kepolisian dan Pekerja Sosial Satpol PP dan data sekunder dari 

peraturan perundang-undangan.14  Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

penulis ialah menjadikan Yogyakarta sebagai objek kajian. Sedangkan 

perbedaannya ialah penulis berfokus menggunakan data primer dari 2 instansi yaitu 

BPRSR Yogyakarta & Polda DIY. 

 
13 Simarmata dan Yuningsih, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang 

Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang,” 2019, hlm., 266. 

14 Baginda Khalid Hidayat Jati, “Law Enforcement for Prevention and Control of 

Vandalism Acts in Yogyakarta City,” Journal of Arts and Humanities, Vol. 8:7 (Juli 2019), hlm. 6. 
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Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ketut Sumadi (2020) dengan judul “Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort 

Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa upaya 

penanggulangan oleh Polres Buleleng, yang diterapkan melalui penyuluhan, 

pendekatan sosial-budaya, & kerja sama dengan tokoh agama atau adat. Bias 

subjektif menjadikan kelemahan dari jurnal tersebut, ini menunjukkan bahwa 

Penulis adalah anggota Polri, sehingga analisis cenderung berpihak pada perspektif 

kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum, kurang kritis terhadap struktur 

budaya dan agama Bali.15 Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian penulis yang terletak pada upaya penanggulangannya. Sedangkan 

perbedaannya ialah BPRSR Yogyakarta & Polda DIY yang menjadi objek 

kajiannya. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ariq Bentar Wiekojatiwana, Alvian Indra 

Ainur R, dan Fandy Ardiansyah Buamona (2021) dengan judul “Analisa Penyebab 

Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan 

Jalan Rungkut Madya)”. Dalam jurnalnya menuliskan bahwa penyebab vandalisme 

di ruang pedestrian adalah adanya kesempatan dan rendahnya kerapatan bangunan, 

ini mengacu pada teori Defensible Space Oscar Newman, yang menyatakan bahwa 

ruang yang mudah diawasi dan memiliki rasa kepemilikan kolektif cenderung lebih 

 
15 Ketut Sumadi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh 

Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi),” Kertha Widya, Vol. 1:1 (2022), hlm. 9. 
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aman dari tindakan perusakan.16 Persamaan dengan penelitian penulis ialah 

membahas penyebab vandalisme. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

kajiannya, dimana penulis fokus pada kajian tinjauan kriminologi. 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sisi Renia Alviani dan Yani Osmawati 

(2021) dengan judul “Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan 

Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan”. Renia dan 

Yani dalam jurnalnya mengkaji fenomena tawuran sebagai bagian dari budaya lokal 

yang diwariskan antargenerasi di Manggarai. Melalui pendekatan kualitatif 

deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tawuran tidak dipandang sebagai 

kejahatan oleh warga setempat, melainkan sebagai bentuk solidaritas dan 

pembelaan terhadap harga diri serta kampung halaman.17   Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian penulis ialah menjadikan teori kriminologi sebagai fokus 

utama. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat dalam fenomena dan bentuk 

kejahatan. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk 

memberikan pemahaman holistik, di antaranya: 

1. Teori Differential Association 

 
16 Ariq Bentar Wiekojatiwana dkk., “Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di 

Surabaya (studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya),” Sinektika Jurnal 

Arsitektur, Vol. 18:1 (2021), hlm. 101. 

17 Sisi Renia Alviani dan Yani Osmawati, “Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap 

Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan,” Deviance 

Jurnal Kriminologi, Vol. 5:2 (Desember 2021), hlm. 194. 
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Teori differential association pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. 

Sutherland pada tahun 1934 melalui karyanya Principles of Criminology. 

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara spontan, 

melainkan dipelajari melalui interaksi atau hubungan dengan individu-individu 

yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum.18  Proses tersebut tidak 

hanya mencakup penguasaan teknik dalam melakukan kejahatan, tetapi juga 

melibatkan pembelajaran mengenai motif, dorongan, sikap, serta rasionalisasi 

yang dianggap wajar atau memuaskan bagi pelaku dalam melakukan tindakan 

anti-sosial. Pada intinya, teori ini memberikan penjelasan sistematis tentang 

bagaimana pola-pola perilaku kriminal diterima dan dipelajari melalui interaksi 

dengan individu lain dalam kelompok-kelompok pergaulan yang bersifat dekat 

dan pribadi. 

Dalam teorinya, Sutherland mengatakan bahwa setiap perilaku kriminal 

dapat dipelajari  dalam  lingkungan  sosial,  sehingga  teori  ini  mengindikasikan  

bahwa setiap  individu  atau  organisasi  dapat  melakukan  kejahatan  

berdasarkan  ekses kontak  yang  menyebabkan  individu  dapat  mempelajari  

dan  menerima  nilai  serta sikap  untuk mendukung  kriminalitas.  Menurut  

Sutherland,  perilaku  jahat  dapat dipelajari  melalui  pergaulan  atau  

komunikasi  yang  dekat  dengan  para  pelaku kejahatan, setiap individu 

memiliki kemungkinan dalam melakukan kontak dengan organisasi kriminal, 

sehingga di dalamkontak tersebut dapat terjadi sebuah proses pembelajaran  

 
18 Edwin H Sutherland, Asas-Asas Kriminologi (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 106. 
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seperti  teknik  kejahatan,  motif,  dorongan,  sikap,  hingga  doktrinasi dalam 

melakukan suatu kejahatan 

Adapun kekuatan teori Differential Association bertumpu pada aspek-

aspek:19 

a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya 

kejahatan akibat penyakit sosial 

b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui 

proses belajar menjadi jahat. 

c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional. 

Pada konteks penelitian yang dilakukan penulis, teori differential 

association Edwin H. Sutherland digunakan dengan membedah tiga komponen 

kunci, sebab timbulnya kejahatan, proses belajar menjadi jahat, & bertindak 

berdasarkan akal, di mana seorang anak dalam bertindak jarang sekali 

memikirkan akibatnya yang berujung pada perbuatan kejahatan yang dilakukan 

tanpa disadarinya. 

Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai anak sebagai pelaku 

kejahatan vandalisme di Yogyakarta. Tindakan vandalisme yang dilakukan oleh 

anak pada umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan dalam 

kelompok pertemanan atau komunitas tertentu. Dalam lingkungan pergaulan 

tersebut, anak dapat mempelajari cara melakukan vandalisme, memperoleh 

 
19 Dr LILIK Mulyadi, KAJIAN KRITIS DAN ANALITIS TERHADAP DIMENSI TEORI-TEORI 

KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA MODERN, 

hlm. 7. 
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pembenaran atas perbuatannya, serta mengembangkan anggapan bahwa 

tindakan mencoret, merusak, atau menempelkan simbol tertentu pada fasilitas 

umum merupakan hal yang wajar dan dapat diterima oleh kelompoknya. 

Jadi   kesimpulan   yang   dapat   diperoleh   dari   teori   asosiasi   diferensial 

berdasarkan   penjelasan   adalahseseorang   dapat   melakukan   tindak   kriminal 

diakibatkan oleh pergaulan atau penempatan seseorang untuk hidup dalam 

kegiatan sehari hari, sehingga individu yang berkaitan menyetujui pola dari 

suatu organisasi kriminal  dan  menyalahkan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  

mayoritas  individu. Sehingga teori asosiasi diferensialberasumsi bahwatindak 

kriminal dapat dipelajari dari lingkungan dimana individu menetap. 

2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan 

atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama 

yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".20 

Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan 

bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan 

 
20 Vivi Ariyanti, “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM 

PERADILAN PIDANA INDONESIA,” Jurnal Yuridis, Vol. 6:2 (2019), hlm. 36. 
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penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan 

termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy).21 

Teori penanggulangan kejahatan GP Hoefnagels menyatakan bahwa 

penanggulangan kejahatan mencakup semua bidang kriminal, terlepas dari 

kebijakan sosial, yang mencakup kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan 

sosial dan perlindungan masyarakat. Barda Nawawi Arief membagi upaya 

penanggulangan kejahatan menjadi dua garis besar yaitu jalur kejahatan (hukum 

pidana) dan jalur non-kejahatan (di luar hukum pidana).22 

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa 

upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

1) Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime 

and punishment/mass media). 

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara 

garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur kejahatan dan non kejahatan: 

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya 

Kejahatan) 

 
21 Sahat Maruli Tua Situmeang, “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN 

HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA,” Res Nullius Law Journal, Vol. 1:1 (November 2019), hlm. 77. 

22 Igor’ M. Matskevich, “Discrepancy between the Theory and Practice of Crime 

Prevention,” Penitentiary Science, Vol. 15:3 (September 2021), hlm. 608. 
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Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa "upaya penanggulangan lewat jalur 

kejahatan ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur 

hukum pidana." 23 Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih 

menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah 

kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman 

terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya kejahatan 

im, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan 

sampai pada tingkat pembinaan maupun rehabilitasi. 

Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang 

menjelaskan bahwa, “Kebijakan hukum pidana (kejahatan policy, criminal 

policy, atau strafrecht politiek) merupakan proses penegakan hukum pidana 

secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan 

yang berhubungan dalam hal-hal: 

1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan 

dengan hukum pidana; 

2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan 

kondisi masyarakat; 

3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat 

dengan hukum pidana; 

 
23 S. H. Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana 

dalam penanggulangan kejahatan (Prenada Media, 2018), hlm. 45-46,  
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4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur 

Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.24 

Kebijakan kejahatan yang bersifat represif, namun sebenarnya juga 

mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan 

penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek 

pencegahan/penangkalnya (deterrent effect).25 Di samping itu, kebijakan 

kejahatan tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum 

pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan 

"ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial 

(social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan 

menjadi sarana perlindungan sosial dalam kurung sosial defence. Oleh 

karena itu sering dikatakan bahwa kejahatanpolis merupakan bagian dari 

integral dari social defence policy. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi 

kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum 

pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk 

mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau 

akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. 

 
24 DR LILIK MULYADI,S.H.,M.H, BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA, PERSPEKTIF, 

TEORETIS DAN PRAKTIK (Penerbit Alumni, 2023), hlm. 390. 

25 Prof Dr Barda Nawawi Arief S.H, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 

Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Prenada Media, 2018), hlm. 8. 
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Merujuk pada pemikiran Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana 

penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek 

perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Maka dalam hal ini 

yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan 

mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan 

keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, 

mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, 

menghilangkan noda noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di 

dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si 

pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan 

memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan 

sewenang-wenang di luar hukum. 

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu 

pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah 

dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa 

jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya 

terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) 

dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak 

melakukan kejahatan." Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran 

efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari 
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pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu 

mempunyai pengaruh terhadap si pelaku.26 

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya kejahatan disebabkan 

penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum 

pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan 

untuk menanggulanginya dan menurutnya penggunaan hukum pidana 

merupakan penanggulangan satu gejala (kurieren am symptom) dan bukan 

penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dimana keterbatasan 

hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari 

hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat 

(remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan 

sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain 

sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan 

hanya sekedar "pengobatan simptomatik" dan dengan pengobatan 

simptomatik berupa "sanksi pidana" ini masih mengandung banyak 

kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. 

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non 

Kejahatan) 

Menurut Barda Nawawi Arief, "bahwa upaya penanggulangan lewat jalur 

non kejahatan ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui 

jalur di luar hukum pidana". Dimana upaya ini merupakan upaya 

 
26 Nurul Widhanita Y. Badilla, “EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU 

NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS 

IIA JAYAPURA,” Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5:2 (Agustus 2022), hlm. 648. 
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penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni 

tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui 

upaya non kejahatan ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah 

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Kebijakan non-

kejahatan (non-kejahatan policy) merupakan kebijakan penanggulangan 

kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. 

Kebijakan melalui sarana non-kejahatan dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka 

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan 

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan 

sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan anak serta 

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi 

dan kepolisian dan Pekerja Sosial keamanan lainnya. Kebijakan non-

kejahatan ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor 

kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif 

terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui 

sarana non-kejahatan sebenarnya mempunyai kedudukan udukan yang yang 
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sangat strategis, memegan posisi kunci yang harus diintensifkan dan 

diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.27 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non kejahatan 

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Pada dasarnya upaya non kejahatan yang paling 

strategis adalah segala upaya untuk menjadikan Masyarakat sebagai 

lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan 

immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya 

kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus 

dijadikan sebagai factor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen 

yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Dimana 

upaya non-kejahatan merupakan suatu pencegahan kejahatan, yang 

dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal 

dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. 

Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang 

sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih 

baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan bahwa: 

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik 

daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal 

 
27 Gilza Azzahra Lukman dkk., “KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA 

PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (JPPM), Vol. 2:3 (2021), hlm. 405. 
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telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah 

lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, 

lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih 

mencapai tujuannya.28 

Dimana hal ini dikarenakan penanggulangan kejahatan melalui jalur 

kebijakan "non kejahatan" akan lebih mampu melakukan penanganan 

terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada 

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan 

perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan 

penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik 

pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan 

kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis 

berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan 

tertangani.29 

Kebijakan non-kejahatan ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk 

menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar 

permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. 

Kebijakan non-kejahatan meliputi bidang yang sangat luas karena 

 
28 W. A. Bonger;, Pengantar Tentang Kriminologi (Jakarta, 1995), hlm. 167. 

29 Rina Melati Sitompul, “Kebijakan Non Kejahatan dalam Upaya Pencegahan & 

Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) (Studi Kasus Provinsi 

Sumatera Utara)” (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2024), hlm. 197.  
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mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non 

kejahatan mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan 

sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah 

kejahatan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dikenal sebagai metode pengumpulan dan analisis data.30  

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan kegiatan know-

how yang meliputi identifikasi masalah hukum, kejahatanaran hukum, dan analisis 

hukum untuk memberikan solusi guna memecahkan permasalahan yang ada.31  

Oleh karena itu, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

terdiri dari serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan dengan tujuan 

mendapatkan informasi baru secara objektif dan terukur. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum empiris (empirical legal research) dan penelitian lapangan 

(field research) adalah dua jenis penelitian yang akan digunakan oleh penyusun. 

Penelitian hukum empiris berfokus pada hukum dalam arti sebenarnya dan 

meneliti bagaimana peraturan hukum berfungsi di masyarakat.32 Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai 

 
30 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hlm. 99. 

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 60. 

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 

2020), hlm. 83. 
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faktor penyebab atau alasan anak melakukan vandalisme terhadap anak yang 

berada di Ditreskrimum Polda DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial 

Remaja. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, yang dimana penelitian ini bersifat pemaparan, yang tujuannya untuk 

mendapatkan gambaran lengkap mengenai Subdit IV Renakta Ditreskrimum 

Polda DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya 

Polda DIY & BPRSR dalam mencegah kejahatan vandalisme terulang kembali. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi 

adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini menggabungkan perspektif 

hukum (yuridis) dan ilmu kriminologi dalam menganalisis permasalahan 

hukum. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya memahami 

fenomena vandalisme yang dilakukan oleh anak bukan semata dari aspek 

hukum formal, melainkan juga dari akar penyebab, latar belakang sosial, 

psikologis, serta faktor-faktor kondusif yang melatarbelakangi terjadinya tindak 

pidana tersebut. Dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung 

dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 



26 

 

 

 

Data primer adalah data yang memiliki kekuatan otoritatif atau bersifat 

mengikat.33 Data primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data primer sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana baru; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

4) Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan 

bahan hukum primer, seperti hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

maupun pandangan para ahli di bidang hukum.34  Dalam pelaksanaan 

penelitian ini, penulis juga memanfaatkan data sekunder guna melengkapi 

keterbatasan data primer, antara lain berupa buku-buku hukum, jurnal 

ilmiah, wawancara, serta sumber bacaan lain yang relevan dengan topik 

penelitian yang dikaji. 

 
33 Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47. 

34 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
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c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan 

petunjuk atau penjelasan guna memperjelas dan melengkapi bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan 

ensiklopedia hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya menelusuri dan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan 

dengan isu hukum yang dikaji, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

Studi kepustakaan adalah kegiatan menelaah berbagai sumber informasi 

tertulis di bidang hukum yang dipublikasikan secara luas dan digunakan 

sebagai sumber utama dalam penelitian hukum normatif.35 

b. Wawancara 

Dalam rangka melengkapi data penelitian, penulis juga menggunakan 

metode wawancara. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

secara lisan guna memperkaya bahan penelitian sehingga hasil penelitian 

dapat disajikan secara komprehensif. Wawancara akan dilakukan dengan 

akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana. Dengan Ibu 

 
35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm., 65. 
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Lusi selaku Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda DIY dan Bapak Heri 

selaku Pekerja Sosial BPRSR Dinsos DIY. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang telah terkumpul dilakukan oleh penulis melalui tahapan 

identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Tahapan tersebut bertujuan 

untuk menghindari adanya pertentangan antara satu bahan hukum dengan bahan 

hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diklasifikasikan 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kriminologi guna 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan 

menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji melalui 

teori sebagai alat analisis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Kejahatan Vandalisme di Yogyakarta” akan dibedah dalam 5 (lima) bab yang 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari 

penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, merupakan bagian tinjauan umum tentang kriminologi, anak, 

dan tindak pidana vandalisme 
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Bab Ketiga, merupakan bagian gambaran umum objek penelitian dan data 

lapangan mengenai vandalisme 

Bab Keempat, merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan yang 

berisikan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian dan pembahasan ini 

meliputi, faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam 

tindak pidana vandalisme di Yogyakarta dan langkah-langkah hukum yang 

diterapkan guna mencegah anak terlibat dalam tindak pidana vandalisme di 

Yogyakarta. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang akan menarik benang merah 

dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran dan 

rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak

pidana vandalisme di Yogyakarta terdiri dari faktor psikologis, faktor keluarga, 

faktor lingkungan pergaulan, dan kurangnya pengawasan dari masyarakat. Faktor 

psikologis terlihat dari dorongan anak untuk menyalurkan emosi, mencari 

pengakuan, serta menunjukkan keberanian di hadapan teman sebaya. Faktor 

keluarga berkaitan dengan kurangnya perhatian, pengawasan, dan keharmonisan 

dalam lingkungan keluarga. Faktor lingkungan pergaulan terlihat dari adanya 

pengaruh teman sebaya, kakak kelas, kelompok tongkrongan, atau geng remaja 

yang mendorong anak untuk ikut melakukan aksi vandalisme. Selain itu, 

kurangnya pengawasan masyarakat terhadap ruang-ruang publik dan titik rawan 

juga membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindakan vandalisme. 

2. Upaya hukum yang diterapkan guna mencegah anak terlibat dalam tindak pidana

vandalisme di Yogyakarta dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan 

represif. Upaya preemtif dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan hukum 

kepada pelajar maupun masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui patroli, 

pengawasan di titik rawan, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk mencegah 

terjadinya vandalisme. Adapun upaya represif terhadap anak yang telah terlibat 

vandalisme dilakukan dengan mengedepankan pembinaan, diversi, pendekatan 
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keadilan restoratif, serta rehabilitasi sosial melalui BPRSR DIY agar anak tidak 

mengulangi perbuatannya. 

B. SARAN 

Secara umum, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam 

upaya menanggulangi tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh remaja di 

Yogyakarta, dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis. 

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, disarankan agar kegiatan 

penyuluhan hukum kepada pelajar dan remaja dilakukan secara lebih 

berkala, khususnya di sekolah, lingkungan tempat nongkrong remaja, dan 

wilayah yang sering menjadi titik rawan vandalisme. Selain itu, patroli pada 

jam-jam rawan, terutama malam hingga menjelang subuh, perlu lebih 

diintensifkan pada lokasi yang sering menjadi sasaran coretan atau 

perusakan fasilitas umum.  

2. Bagi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY, disarankan 

agar program pembinaan terhadap anak pelaku vandalisme tidak hanya 

berfokus pada rehabilitasi setelah anak melakukan pelanggaran, tetapi juga 

diarahkan pada penguatan kontrol diri, konseling keluarga, pembinaan 

karakter, dan pelatihan keterampilan yang dapat menjadi sarana penyaluran 

minat anak secara positif.  

3. Bagi keluarga dan masyarakat, disarankan agar pengawasan terhadap 

aktivitas anak lebih ditingkatkan, terutama terhadap pola pergaulan, waktu 

keluar rumah, dan aktivitas anak di luar sekolah. Masyarakat juga perlu 



109 

 

 

 

lebih aktif menjaga lingkungan sekitar dengan melaporkan tindakan 

vandalisme, mengawasi titik-titik rawan, serta tidak membiarkan coretan 

atau perusakan fasilitas umum dianggap sebagai kenakalan biasa.  

4. Bagi Pemerintah Daerah, disarankan agar menyediakan ruang ekspresi yang 

legal bagi remaja, seperti tembok mural atau ruang seni publik yang 

terkontrol. Fasilitas tersebut dapat menjadi sarana penyaluran kreativitas 

remaja sehingga dorongan untuk mencoret fasilitas umum atau properti 

masyarakat dapat diminimalisir.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini 

dengan cakupan data yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan lebih 

banyak responden anak, keluarga pelaku, korban, sekolah, masyarakat 

sekitar, serta pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat 

menggunakan pendekatan viktimologi untuk melihat dampak vandalisme 

dari sudut pandang korban atau masyarakat yang fasilitasnya dirusak. 

Dengan adanya implementasi saran-saran tersebut secara terpadu, 

diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan vandalisme di kalangan remaja 

dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menekan angka kenakalan remaja 

serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan tertib. 
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